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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc141116422]1.1. Latar Belakang Penelitian
Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pemerintah memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya peregeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban, dari Aparatur Sipil Negara meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian.
Kompetensi yang dituntut tentu berbanding lurus antar kompetensi Tekhnis/Pendidikan, Kompetensi Managerial dan kompetensi Sosial seperti yang sudah dicanangkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 70 dituangkan pada ayat (1) bahwa setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan Kompetensi. Artinya PNS harus mendapat pendidikan baik formal maupun Informal.suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Pemerintahan yang berkonstitusi yaitu Pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum berdasarkan pada ketentuanketentuan umum, dan pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan.
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Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pemicu untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi dibidangnya, profersional dalam berekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepan pemerintah tidak akan ragu membuat atau merancang program untuk pembangunan terkhusus sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam peningkatan pelayanan baik yang bersifat internal maupun pelayanan yang bersifat eksternal. Pemberian Tugas Belajar dalam hal seorang Aparatur Sipil Negara ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomer 10 Tahun 2022 tentang pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku perangkat daerah, yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara. Memberikan pelayanan kepegawaian, perlu diberikan informasi yang lengkap terkait persyaratan dan prosedur Layanan Penerbitan SK Tugas Belajar itu. Layanan Penerbitan SK Tugas Belajar haruslah tersosialisasi dengan sempurna, sehingga semua Aparatur Sipil Negara tahu dan memahami segala hal terkait dengan layanan tersebut. Salah satu persyaratan untuk menciptakan pelayanan yang baik adalah adanya kejelasan tentang persyaratan dan prosedur layanan SK Tugas Belajar, baik aturan yang mengaturnya, manfaat, persyaratan, maupun prosedur pengurusannya.
Berbagai permasalahan yang ditemukan mengenai Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon, masalah tersebut, diantaranya:
1. Layanan penerbitan surat keputusan (SK) Tugas Belajar yang saat ini dilakukan masih melalui beberapa proses kegiatan/prosedur yang cukup panjang
2. Melibatkan banyak pihak serta masih sedikit dalam penggunaan teknologi. 
3. Proses penerbitan SK Tugas Belajar memakan waktu yang cukup lama melebihi waktu yang ditetapkan pada SOP.
Dalam pembahasan di atas yang telah dijelaskan, penulis tertarik membuat judul skripsi yaitu “Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon”
[bookmark: _Toc141116423]1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon Belum Optimal dalam layanan SK Tugas Belajar :

1. Bagaimana Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengatasi masalah Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar?
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1. Untuk mengetahui Peningkatan Kompetensi Melalui  Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Untuk Mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengatasi masalah Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar.
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Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini  mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu/teori administrasi publik dan memperkaya litertur dalam bidang administrasi publik serta analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis

a. [bookmark: _GoBack]Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa administrasi publik untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat.
b. Kegunaan Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para Aparatur Sipil Negara dalam Layanan Penerbitan SK Tugas Belajar di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
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